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Abstract 

The purpose of this study is to understand how the implementation of educational supervision, 

particularly in managerial supervision, in the Karimun District is carried out by school supervisors. Based on 

Minister of PAN & RB Regulation Number 21 of 2010 concerning the Functional Position of School Supervisors 

and their Credit Points, which have the scope of duties, responsibilities, and authority to carry out academic and 

managerial supervision activities in educational units. The theory used to support the analysis of managerial 

supervision implementation is the policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn. The 

research method used is descriptive with a qualitative approach. The selection of informants uses purposive 

technique, with 1 key informant and 19 other informants. The techniques used in data collection are interviews, 

observations, and documentary studies. The results of this study indicate that the implementation of supervisors' 

duties in managerial supervision is still not well executed. This is evidenced by the findings that supervisors have 

not carried out one of their duties, namely guidance and training for school principals. The incomplete and 

suboptimal implementation is also due to the time frame and quantity of supervised schools, as well as the detailed 

duties that make school supervisors feel difficult to complete maximally, also the lack of coordination from the 

Karimun District Education and Culture Office in controlling this implementation. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi pengawasan 

Pendidikan khususnya pada pengawasan manajerial di Kecamatan Karimun dilaksanakan oleh 

pengawas sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial dalam 

satuan pendidikan. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi pengawasan 

manajerial ini yaitu, model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan 

informan menggunakan Tekhnik purposive, dengan 1 key informan dan 19 informan. Teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi terhadap tupoksi pengawas dalam manajerial 

masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan bahwasanya 

pengawas belum melaksanakan salah satu tupoksinya yaitu bimbingan dan latihan kepada kepala 

sekolah yang disebabkan oleh jangka waktu dengan kuantitas dari sekolah binaan dan rincian tupoksi 

yang membuat pengawas sekolah merasa sulit untuk menyelesaikan dengan maksimal, juga kurangnya 

koordinasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam mengontrol 

implementasi ini. 

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan Manajerial, Pengawas Sekolah 
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Pendahuluan 

Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan suatu lembaga pendidikan 

saja, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif untuk berkontribusi aktif dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut khususnya di sekolah, sumber 

daya manusia sebagai kekuatan penggerak sangat penting sebagai suatu Tindakan peranan 

penting dalam menentukan kemajuan atau perkembangan pendidikan. Keberhasilan suatu 

lembaga pendidikan ditentukan oleh kualitas dan kemampuan masyarakat yang 

berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, pemangku kepentingan sekolah seperti guru, 

pengawas sekolah, kepala sekolah, dan staff atau tenaga kependidikan harus mampu 

membangun sistem yang komprehensif untuk menciptakan pendidikan yang bermutu sesuai 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010, tugas pokok 

pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengajaran dan pengendalian manajemen 

pada satuan pendidikan, yang meliputi penyusunan program pengajaran, pelaksanaan 

pengajaran dan pengawasan. pengajaran Pelaksanaan, evaluasi, pembinaan dan pelatihan 8 

(delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), pelaksanaan program pemantauan, evaluasi 

hasil dan pelaksanaan tugas pemeriksaan di bidang khusus. 

Pada dunia pendidikan, implementasi kebijakan mengenai pengawasan selalu mengacu 

kepada kegiatan memperbaiki proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Karena pada 

dasarnya, pengawasan yang diimplementasikan oleh pengawas sekolah tidak hanya 

mengawasi saja, tetapi juga meliputi pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan dan 

latihan.  

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kementrian PAN dan RB, 

implementasi pengawasan yang dilakukan pengawas sekolah terbagi 2 jenis, pengawasan 

akademik dan manajerial. Sementara, pengawasan manajerial lebih memfokuskan kegiatan 

pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah 

sebagai penunjang berjalannya pembelajaran juga penting untuk dilaksanakan. Dalam 

Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah (2017), pengawasan 

manajerial merupakan bagian dari tugas pengawas sekolah yang mencakup kegiatan 

pemantauan, penilaian, pembinaan, serta bimbingan dan pelatihan profesional bagi kepala 

sekolah dan tenaga kependidikan lainnya pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah 

yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam 

mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, yaitu pengawasan 

pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, peneliti lebih memfokuskan pada 

pengawasan manajerial. 

Tahun 2022 di Kabupaten Karimun tepatnya Kecamatan Karimun, berbagai persoalan 

menyangkut implementasi pengawasan manajerial pendidikan khususnya di sekolah dasar 

masih ditemui beberapa kendala. Kenyataan dilapangan terdapat pengawas yang belum 

mengimplementasikan pengawasan manajerial khususnya pada kegiatan bimbingan dan 

latihan kepada kepala sekolah. Kegiatan bimlat tersebut merupakan bentuk pembimbingan 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah 

serta staf pendidikan dalam mengelola satuan pendidikan guna mencapai dan memenuhi 

delapan SNP. SNP tersebut mencakup penyusunan program kerja sekolah, pelaksanaan 

program kerja sekolah, program pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem 
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informasi manajemen, pembimbingan PTK/PTS, penyusunan RKAS sesuai dengan SNP, dan 

akreditasi sekolah.  

Fenomena yang menjadi penelitian ini yaitu, berdasarkan kebijakan Permen PAN & RB 

Nomor 21 Tahun 2010 mengenai tupoksi pengawas sekolah, pengawas sekolah belum 

melaksanakan kegiatan bimbingan dan latihan yang ditujukan kepada kepala sekolah. Serta 

longgarnya pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun terhadap laporan kegiatan 

pengawas sekolah, yang didasari SK tugas pengawas tahun 2022 untuk menyerahkan laporan 

ke Dinas Pendidikan. 

Alur pikiran yang telah diuraikan di atas hanya merupakan hasil dari temuan sementara 

di lapangan sehingga belum cukup matang untuk diambil kesimpulan. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi suatu masalah melalui penelitian 

ilmiah yang direpresentasikan dalam tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi 

pengawasan manajerial sekolah dasar di Kecamatan Karimun. 

Tinjauan Pustaka 

Menurut Grindle (Winarno (2012) memberikan pandangannya tentang implementasi 

dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu 

kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai 

dampak dari suatu kegiatan pemerintah. (Syahruddin, 2019, hal. 28)  

Penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter 

dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Abdal, 2015, hal.174) proses 

Implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada 

dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi 

yang berlangsung dalam hubungan berbagai Indikator. 

Fungsi implementasi bertujuan agar seluruh sumber daya manusia organisasi dapat 

diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan sumber daya organisasi menurut fungsi dan 

kegunaan masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain implementasi 

merupakan proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia untuk 

merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dan melakukan kegiatan yang sudah 

direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa model menurut para ahli, salah 

satunya menurut Van Horn dan Van Meter. Menurut Van Horn dan Van Meter, terdapat 

beberapa Indikator yang saling berkaitan, antara lain: 

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan  

Standar adalah ukuran atau kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan atau 

evaluasi. Dalam berbagai konteks, standar dapat merujuk pada tingkat atau kualitas yang 

dianggap sebagai suatu norma atau patokan yang harus dicapai. Standar sering kali 

digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja, mutu, atau kepatuhan suatu sistem, produk, 

atau layanan terhadap ekspektasi atau persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran 

adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai.  

Sasaran biasanya bersifat konkret, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas 

waktu. Dalam konteks organisasi, sasaran sering kali dirumuskan sebagai langkah-langkah 

yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sasaran membantu memberikan 

fokus dan arah dalam upaya pencapaian tujuan tertentu. Kesimpulan dari standar dan sasaran 
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kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan merupakan perincian mengenai sasaran yang 

ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. 

Sumberdaya  

Sumber Daya yang dimaksud disini adalah yang mencakup berbagai elemen yang 

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan suatu tugas, rencana, atau proyek tertentu, baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Keberhasilan porses implementasi 

kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.  

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena 

bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan suatu kebijakan, jika 

sumberdaya untuk menimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber 

untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan efektif. 

Karakteristik organisasi pelaksana  

Karakteristik organisasi pelaksana merujuk sifat serta perilaku organisasi yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kegiatan. Berkaitan dengan karakteristik badan-

badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975), maka pembahasan 

ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak 

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini 

berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan 

dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin pada aturan dan sanksi hukum. 

Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan  

Implementasi sebuah kebijakan perlu adanya dukungan dan koordinasi yang baik. 

Sehingga harus memperhatikan komunikasi dan hubungan yang baik antar organisasi guna 

menunjang keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Semakin baik komunikasi dengan pihak 

yang terlibat, maka diharapkan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Semakin 

baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, 

begitu pula sebaliknya. 

Disposisi atau sikap para pelaksana  

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap indikator sebelum-

sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana 

kebijakan tersebut dihasilkan. Indikator disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai 

keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika 

penerapan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang 

harus dikerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta 

mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Implementor yang 

baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.  

Hal yang menjadi faktor penting selanjutnya dalam implementasi kebijakan adalah 

sikap kecenderungan pelaksana (disposisi), hal ini menjelaskan mengenai sikap dari 

pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Jika pelaksana memiliki disposisi 

yang baik maka kebijakan yang sedang berjalan juga akan baik. Dalam dimensi penilaian 
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mengenai disposisi para pelaksana elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu respon 

(penerimaan atau penolakan) dan pemahaman tentang kebijakan. (Winarno, 2016, hal. 149) 

Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik  

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi kebijakan dalam perspektif 

yang ditawarkan oleh Van Horn dan Van Meter adalah sejauh mana lingkungan eksternal 

turut mendukung dan mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. 

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang kurang kondusif dapat menjadi penyebab dari 

kurang maksimal kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, mengimplementasikan 

kebijakan harus mengupayakan dan memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan 

tersebut. 

Metode 

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kementrian PAN dan RB 

Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa implementasi pengawasan yang 

dilakukan pengawas sekolah terbagi 2 jenis, pengawasan akademik dan manajerial. 

Sementara, pengawasan manajerial lebih memfokuskan kegiatan pemantauan, pembinaan 

dan pengawasan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah sebagai penunjang 

berjalannya pembelajaran juga penting untuk dilaksanakan. 

Dalam pembahasan ini diuraikan hasil penelitian tentang Implementasi Pengawasan 

Pendidikan oleh Pengawas Sekolah (Studi Manajerial Sekolah Dasar di Kecamatan Karimun). 

Penulis mendapatkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang 

Implementasi Kebijakan Pengawasan Manajerial yag dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah 

Dasar Kabupaten Karimun khususnya Kecamatan Karimun. Pada penelitian ini, data yang 

didapatkan berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria penulis yang 

dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Wawancara dapat meliputi 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indicator yang dibuat peneliti, yaitu 

menggunakan indikator Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Tachjan,2006) 

yaitu: Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik 

organisasi pelaksana, Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan, Disposisi atau sikap para pelaksana, dan Lingkungan Sosial, ekonomi dan 

politik. 

 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Standar dan sasaran atau ukuran dan tujuan kebijakan pengawasan manajerial oleh 

pengawas sekolah dasar di Kecamatan Karimun digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kebijakan pengawasan pendidikan khususnya dibidang manajerial yang 

dilaksanakan oleh pengawas pendidikan sekolah dasar Kecamatan Karimun 

diimplementasikan secara baik.  

Sasaran dalam kebijakan ini untuk kepala sekolah dari pengawas sekolah dalam 

mengelola segala yang berhubungan dengan manajerial sekolah. Mengenai ketercapaian 

program kebijakan pengawasan pendidikan oleh pengawas sekolah dasar khususnya 

pada pengawasan manajerial sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Karimun “Sejauh ini secara keseluruhan capaian kebijakan 



 

 
 
 

Nur Amirani Zahra dan Evi Zubaidah 

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024 148 

mengenai pengawasan Pendidikan khususnya pada bidang manajerial sudah hampir tercapai. 

Hanya saja mungkin ada beberapa bagian yang sulit dijangkau dalam pelaksanaannya karena 

adanya hambatan-hambatan tertentu. …” 

Namun tanggapan tersebut berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Pengawas 

Sekolah Dasar Kecamatan Karimun yang mengatakan bahwa “mengenai capaian dalam 

kebijakan manajerial bervariasi lah tergantung pada pelaksanaan sekolah tersebut juga. Namun 

saya selaku pelaksana pertama berusaha untuk keberhasilan dari manajerial ini. Mungkin capaian 

dapat dikira-kira sekitar 60% lah”.  Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa ukuran 

ketercapaian dalam implementasi kebijakan pengawasan manajerial belum begitu 

tercapai. Belum tercapainya keseluruhan kebijakan, pengawas mengakui bahwa 

bimbingan dan Latihan belum sempat dilaksanakan, dan pembinaan yang kurang 

maksimal.  

Berdasarkan kebijakan dan tupoksi pengawas sekolah, komponen tersebut wajib 

dilaksanakan karna keempat inilah beban tugas dan tanggung jawab pengawas. 

Mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, digunakan untuk mengukur bagaimana 

kualitas dan ketercapaian sekolah dalam manajerial. Setiap pelaksanaan membutuhkan 

laporan dari implementasi sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti. 

Begitu pula dengan kebijakan pengawasan manajerial yang memerlukan laporan sebagai 

evaluasi dan tindak lanjut terhadap temuan atau permasalahan yang dihadapi. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan implementor, mereka kompak mengatakan 

bahwa laporan secara tertulis belum diserahkan kepada dinas hingga saat ini, dan pihak 

dinas pendidikan juga tidak ada tindak lanjut mengenai hal ini,  

Berdasarkan temuan peneliti mengenai capaian program atau kebijakan indikator 

yaitu capaian kebijakan pengawasan manajerial kurang terlaksana dengan baik. Yaitu 

berkenaan dengan pembimbingan dan latihan belum terlaksana, serta pembinaan yang 

kurang maksimal, dan tidak adanya koordinasi dari dinas sehingga laporan tidak 

diserahkan kepada dinas. 

Adapaun hasil dari wawancara dan temuan terkait standar dan sasaran 

kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan seluruh sekolah sudah diawasi sesuai dengan 

ketentuan. Hanya saja implementasi tersebut masih belum maksimal, dikarenakan ke 

empat komponen tupoksi dari kebijakan ini tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini 

dikarenakan selain dari faktor internal dari implementor kebijakan, juga dipengaruhi 

faktor eksternal seperti adanya masa transisi pasca covid-19, dan waktu yang terbatas 

dengan memegang setidaknya 10 sekolah binaan. Hal ini juga didukung oleh Nabila 

Haninda (2024) bahwa standar dan sasaran atau ukuran dan tujuan kebijakan sangat 

mementukan keberhasilan karna dapat mengukur pencapaian tujuan dari setiap 

implementasi kebijakan, sehingga capaian semua program harus terlaksana, sedangkan 

dalam indicator ini belum terlaksana secara keseluruhan. 
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2. Sumber Daya 

Mengenai sumber daya dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan 

Pengawasan Pendidikan oleh Pengawas Sekolah (Studi Manajerial di Kecamatan 

Karimun), tentu mempengaruhi dan berperan penting dalam kebijakan ini. Sumber daya 

yang dimaksud menurut Van Horn dan Van Meter mencakup sumber daya manusia, dan 

sumber daya non-manusia.  

Dalam hal ini yang menjadi implementor kebijakan dari Permen PAN dan RB nomor 

21 tahun 2010 adalah pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Karena penelitian ini 

berfokus pada Kecamatan Karimun yang terletak di Kepulauan Riau, maka pembahasan 

mengenai sumberdaya manusia pada pembahasan ini adalah pengawas sekolah di 

kecamatan karimun khususnya pada lingkup sekolah dasar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Pengawas Kabupaten Karimun 

yang mengatakan bahwa “ya sudah baik. Semua pengawas sudah memiliki standar yang sudah 

ditetapkan. Pengawas terlebih dahulu memiliki sertifikat calon pengawas, minimal S1, lalu ada 

diklat dari Dinas Pendidikan, dan memiliki pengalaman sebelumnya dalam dunia Pendidikan 

seperti guru dan kepala sekolah.”, dan pengamatan, bahwa sumberdaya manusia yakni 

pengawas sekolah dasar kecamatan karimun dapat dikatakan tidak begitu memiliki 

kendala dan sudah mumpuni, karena selain sebelum mereka diangkat menjadi 

pengawas, mereka terlebih dahulu mengikuti ujian untuk menjadi pengawas, dan 

pelatihan-pelatihan kepengawasan, mereka juga senior dalam hal ini karena karir 

sebelum menjadi pengawas sekolah, mereka lebih dulu menjadi guru dan kepala sekolah 

dalam jangka beberapa tahun hingga mereka sah diangkat menjadi pengawas sekolah. 

Sehingga kompetensi dan kualitas dari pengawas sekolah dasar kecamatan karimun bisa 

dibilang sudah baik. 

Diluar sumber daya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungksn juga ialah 

sumberdaya finansial dan waktu. Karena itu sumberdaya yang diminta dan 

dimaksudkan oleh van meter dan van horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut. 

Mengenai hal yang mempengaruhi kebijakan dalam lingkup sumber daya non-

manusia, penulis mewawancarai pengawas sekolah yang mengatakan bahwa “ya 

mungkin waktu. Karena waktu termasuk sumberdaya. Apalagi untuk ke sekolah yang berada 

dipelosok atau pulau seberang. Jadi waktu yang telah kita tetapkan, tau-taunya berubah. Mungkin 

bulan februari ibuk melaksanakan kebijakan pembinaan, namun dibulan yang ibu tetapkan 

(februari) belum juga dilaksanakan. Jadi mempengaruhi. Kalau sarana prasarana dan anggaran 

juga mempengaruhi ya, tetapi hal ini bagi ibu tidak ada permasalahan.” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan temuan di lapangan mengenai Sumber Daya, 

berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ardiansyah (2018) bahwa keberhasilan proses 

implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada sumber daya. Mengenai kualitas 

sumber daya manusia pelaksana kebijakan, memang sudah baik dan mumpuni. Karena 

mereka diangkat menjadi pengawas didahului dengan pengalaman menjadi guru dan 
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kepala sekolah. sehingga segala hal yang berkenaan dengan sekolah binaan tidak asing 

bagi mereka. Hanya saja jika dilihat dari capaian program yang belum maksimal, penulis 

anggap mereka belum professional dalam mempertanggung jawabkan beban tugasnya. 

Lalu mengenai sumber daya non-manusia, dalam mengimplementasikan kebijakan ini, 

yang menjadi pengaruhnya adalah waktu. Dilihat dari banyaknya kegiatan manajerial 

dan akademik yang akan dilakukan oleh pengawas kepada setidaknya 10 (sepuluh) 

sekolah binaannya dalam kurun waktu satu tahun, diluar dari kesibukannya yang lain 

yang membuat sulit sekali bagi mereka untuk menyelesaikannya hingga mencapai 100%. 

 

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Implementasi kebijakan pengawasan manajerial tentu dapat mencapai tujuan dari 

kebijakan jika memperhatikan karakteristik organisasi. Dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana karakteristik organisasi pelaksana yaitu pengawas 

sekolah dasar kecamatan karimun yang terdapat 3 (tiga) sub-indikator yaitu adanya 

strukur organisasi pelaksanaan program, koordinasi dalam pelaksanaan program, dan 

SOP dalam pelaksanaaan program. 

Berkaitan dengan struktur organisai pelaksana, pengawas sekolah berada dalam 

lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada pada golongan Jabatan 

Fungsional. Jabatan Fungsonal merupakan suatu kedudukan yang tidak terdapat dalam 

bagan struktur organisasi. Hal ini disampaikan oleh Pengawas Sekolah Kecamatan 

Karimun bahwa “Membicarakan struktur organisasi, kami pihak pengawas sekolah seluruh 

Indonesia, berada distrukur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan menduduki 

sebagai Jabatan Fungsional pada organisasi tersebut.” 

Karakteristik organisasi tidak terlepas dari bagaimana koordinasi yang dilakukan 

dalam implementasi kebijakan khususnya pada kebijakan pengawasan manajerial. 

Mengenai koordinasi tentu tidak hanya melihatkan pengawas sekolah saja, melainkan 

melibatkan beberapa orang atau organisasi. Dalam implementasinya, pengawas sekolah 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga karena 

mereka ialah perpanjangan tangan dari dinas. Koordinasi juga penting dilakukan antara 

pengawas sekolah dan juga kepala sekolah, memastikan dalam pelaksanaan program 

kebijakan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Andriansyah (2018) mengenai Karakteristik 

Organisasi Pelaksana, hal ini berkaitan dengan konteks kbijakan yang akan dilaksanakan, 

karena pada beberapa kebijakan menuntut ppelaksana disiplin dalam aturan dan tupoksi 

yang diberikan. Implementasi atau pelaksanaan sebuah program menurut Andriansyah 

(2018), perlu dukungan dan koordinasi yang baik antar organisasi, hal ini bertujuan untuk 

menunjang keberhasilan suatu program kebijakan trsebut.  

Mengenai koordinasi oleh pengawas sekolah selaku implementor utama kebijakan, 

dapat dikatakan baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan temuan mengenai 

koordinasi yang dilakukan pengawas karena jika tanpa berkoordinasi terlebih dahulu, 

implementasi manajerial ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga mereka selalu 

melibatkan koordinasi baik sebelum, proses, bahkan sesudah implementasi. Namun 
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koordinasi yang kurang baik ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karimun kepada pengawas sekolah kurang baik dari segi pelaporan dan juga tindaklanjut 

dari hasil evaluasi temuan pengawas sekolah. 

Implementor kebijakan pengawasan manajerial yakni pengawas sekolah, khususnya 

pengawas sekolah dasar yang membina Sekolah Dasar di Kecamatan karimun 

melaksanakan sesuai dengan SOP. Namun, berdasarkan observasi penulis, wujud dari 

SOP itu tidak tersedia, dan mereka mengatakan bahwa SOP tersebut hanya bagian 4 

(empat) komponen tugas yakni Pembinaan, Pembimbingan dan Latihan, Pemantauan, 

dan Penilaian. Jika memang berdasarkan SOP (4 komponen tugas), seluruh pengawas 

sekolah yang membina Sekolah Dasar di Kecamatan Karimun ini belum 

menyempurnakan SOP. Hal ini dibuktikan dengan belum dilaksanakannya dan juga 

dioptimalkannya pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Pelatihan oleh pengawas 

sekolah kepada kepala sekolah. 

 

4. Komunikasi Antara Organisasi Terkait Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan 

Berkaitan dengan implementasi kebijakan Permen PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 

ada beberapa instansi yang terlibat selain pengawas sekolah, diantaranya Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dan Kepala Sekolah Dasar di 

Kecamatan Karimun. Mengenai indikator ini membahas tentang pengambilan keputusan 

dalam pelaksanaan kegiatan dan berdiskusi mengenai kegiatan pelaksanaan untuk 

mencapai tujuan program kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengawas, mengenai pengambilan keputusan 

sebagai media dalam berkomunikasi antar organisasi, sering dilakukan antar pengawas 

dan juga dengan koordinator pengawas untuk mengambil keputusan agar melahirkan 

kesepakatan dalam manajerial, sesuai dengan hasil rapat atau diskusi yang nantinya akan 

menjadi bahan tindak lanjut dan diimplementasikan ke sekolah, lalu dilaporkan ke dinas 

pada tiap laporan. 

Mengenai hal ini juga ditanggapi dengan pernyataan beberapa kepala sekolah dasar 

yang ada di Kecamatan Karimun mengenai implementor mengajak kepala sekolah dalam 

pengambilan keputusan untuk implementasi kebijakan. “tidak begitu mengajak. Karena 

merekalah yang memiliki wewenang dalam keputusan, kecuali pada tindak lanjut mungkin selalu 

berkoordinasi untuk dapat keputusan yang terbaik.”.  sehingga berdasarkan pernyataan 

tersebut, pengawas cenderung melaksanakan sesuai dengan kebijakan, dan kemudian 

berdiskusi untuk mendapatkan suatu keputusan yang tepat dengan mengajak kepala 

sekolah disaat evaluasi atau dalam masa koordinasi. Mengenai hal ini tidak ditemukan 

permasalahan, sehingga dapat dikatakan sudah cukup baik. 

Dalam berkomunikasi yang baik, biasanya selalu melibatkan diskusi mengenai 

kegiatan pelaksanaan untuk mencapai tujuan program/kebijakan. Sehingga penulis 

mewawancarai Koordinaor Pengawas Sekolah Kabupaten Karimun yang mengatakan 

bahwa “Kalau dikasih penilaian ya, sangat baik. Mengapa? Kan kita biasanya mengadakan 

kegiatan ada kalanya luring dan darin. Semua komunikasi yang dilaksanakan pada semua kegiatan 

tersampaikan dan dapat dicerna oleh semua pihak yang hadir. Bahkan dalam pengambilan 

keputusan juga melibatkan semua pihak, pendapat dan masukan, dan lain sebagainya. Jadi sangat 

minim miskomunikasi.”. hal ini juga didukung oleh pendapat yang diberikan Kepala 

Sekolah SDN 005 Karimun “... , yang tahu persis dan menjadi ujung tombak adalah kepala 
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sekolah. Sehingga diskusi antar kepala sekolah dengan pengawas tetap harus dilakukan karena 

sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan. Karena sudah cukup akrab dengan pengawas 

pengganti, sehingga ibu melakukan diskusi secara santai dan informal diluar jam kerja.” 

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan peneliti, mengenai komunikasi antara 

organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, bahwa tidak ada kendala atau 

hambatan dalam indikator tersebut. Dari sub-indikator pengambilan keputusan dalam 

pelaksanaan kegiatan dan juga diskusi mengenai pelaksanaan untuk mencapai tujuan 

program, pengawas sekolah selaku implementor kebijakan sering melibatkan 

pengambilan keputusan sebagai bentuk diskusi dalam implementasi manajerial. Namun 

berdasarkan dilapangan, beberapa kepala sekolah jarang terlibat dalam pengambilan 

keputusan dan hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh pengawas sekolah. 

Pengambilan keputusan sering dilakukan jika berdiskusi mengenai temuan atau 

permasalahan dari sekolah yang bersangkutan. Namun mengenai diskusi secara 

keseluruhan, pengawas dan kepala sekolah selalu melibatkan diskusi agar terkoordinir 

segala kegiatan yang akan, sedang, dan sudah dilaksanakan. Hal ini didukung oleh 

penelitian terdahulu oleh Adelina (2018), yang menyatakan bahwa komunikasi penting 

dalam implementasi karena berkenaan dengan kebijakan yang dikomunikasikan pada 

antar organisasi atau dalam organisasi. 

 

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana 

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap indikator sebelum-

sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana 

kebijakan tersebut dihasilkan. Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para 

pelaksana, peneliti memusatkan pada 3 (tiga) sub-indikator yaitu pengetahuan pelaksana 

terhadap kebijakan, arah respon pelaksana, dan intensitas dari respon pelaksana. 

Pengetahuan pengawas dalam pelaksanaan kebijakan ditanggapi oleh Koordinator 

Pengawas Sekolah Kabupaten Karimun bahwa “dari sisi kompetensi mereka, mereka sudah 

pernah melaksanakan kegiatan tersebut karena sebelum diangkat menjadi pengawas mereka lebih 

dulu menjadi kepala sekolah. Dan sebelum diangkat menjadi pengawas, mereka terlebih dahulu 

dilatih untuk mendapatkan sertifikat cawas (calon pengawas). Keitika mereka sudah melaksanakan 

itu dan lulus, maka kompetensi mereka untuk menjadi pengawas sudah diakui oleh pemerintah, 

jadi tidak diragukan lagi. Intinya untuk menjadi pengawas ini adalah orang-orang yang sudah 

dididik dan dilatih dan diseleksikan untuk menjadi pengawas.”  

Mengenai arah respon pelaksana atau tanggapan dari implementor kebijakan 

terhadap implementasi manajerial, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karimun mengatakan “bagi saya, respon mereka sangat baik. Selama ini juga tidak 

ada penolakan, karena itu adalah bentuk kebijakan dan bagian dari tugas yang wajib mereka taati 

dan dilaksanakan”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan manajerial ini 

tidak mendapat penolakan dari implementor kebijakan, sehingga mereka yang terlibat 

menerima dan mendukung kebijakan ini dan berada dalam satu kesepahaman bahwa ini 

adalah bagian dari tupoksi mereka. 
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Intensitas pelaksana sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Sehingga 

penulis mewawancarai seluruh Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Karimun, yang 

dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai intensitas, mereka kurang begitu intens jika 

diukur dalam masing-masing sekolah binaannya. Hal ini dikarenakan masing-masing 

pengawas dibebankan minimal 10 (sepuluh) sekolah sehingga pengawas banyak 

membagi waktu untuk menyelesaikan kebijakan dalam setahun jangka waktu program. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penulis mengenai disposisi atau 

sikap para pelaksana, menurut penelitian terdahulu yaitu Aditya Eko Putra (2019), 

indikator ini penting dan mempengaruhi dalam mewujudkan imlementasi kebijakan agar 

efektif dan sesuai dengan tujuan tercitanya kebijakan. Mengenai sub-indikator 

pengetahuan pelaksana terhadap kebijakan, pengawas sekolah mengetahui secara garis 

beras terhadap segala hal yang menyangkut dalam pengawasan manajerial. Mereka juga 

diberi pelatihan untuk menunjang pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap tuposi 

dari implementasi pengawasan manajerial. Untuk sub-indikator arah respon pelaksana, 

pengawas sekolah mendukung segala yang berkaitan dengan kebijakan pengawasan 

pendidikan yang diembankan kepada pengawas, khususnya pada pengawasan 

manajerial. Namun berdasarkan sub-indikator intensitas respon pelaksana, mereka tidak 

begitu intens dalam melaksanakan kebijakan pengawasan pendidikan baik dalam 

akademik maupun manajerial. Kurang efektivitasnya dalam mengelola waktu, 

berdampak pada kurangnya intensitas pengawas untuk turun kesekolah yang menjadi 

sekolah binaan.  

 

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik 

Kondiri lingkungan sosial, ekonomi dan politik tentu mempengaruhi dalam kebijakan 

implementasi manajerial sekolah dasar di Kecamatan Karimun oleh pengawas sekolah. 

untuk lebih mengetahui bagaimana lingkungan eksternal mmpengaruhi implementasi 

kebijakan pengawasan manajerial, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Koordinator Pengawas Kabupaten 

Karimun, Pengawas Sekolah yang membina Sekolah Dasar di Kecamatan Karimun, serta 

Kepala Sekolah Dasar seKecamatan Karimun. 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, lingkungan 

pasti sangat mempengaruhi, karenakan disetia sekolah kondisinya berbeda-beda. Hal ini 

dapat dimaksud dalam lingkungan sosial dan ekonominya. Implementasi kebijakan 

pengawasan manajerial tidak hanya dari pengawas kepada kepala sekolah, melainkan 

nantinya kepala sekolah melaksanakan kembali ke sekolah mereka. Hal ini dipengaruhi 

faktor lingkungan sosial dan ekonomi. Sosial maksudnya, dari letak sekolah dan waktu, 

serta sumberdaya yang menyangkut dalam sekolah tersebut yang berkaitan dengan 

manajerial sekolah. sedangkan ekonomi, seperi anggaran atau dana yang diperoleh dari 

setiap sekolah. Karena mengenai anggaran tentu berbeda-beda dari masing-masing 

sekolah dengan melibatkan berbagai faktor. 

Dan mengenai lingkugan politik, tentu berkatan dengan antar organisasi pelaksana 

yakni Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah dalam manajerial Pendidikan 

dimasing-masing sekolah. ketika antar organisasi pelaksana, kebijakan, saling berperan 
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secara efektf maka implementasi kebijakan manajerial akan berjalan dengan kondusif dan 

efektif pula. Implementasi manajerial ini tidak hanya arahan dari kebijakan yang 

dikontrol oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada implementornya yakni 

pengawas sekolah, juga mencakup bagaimana kepala sekolah mengimplementasikan ke 

sekolahnya yang tentu bersinggungan dengan segala kondisi lingkungan sosial, ekonomi, 

dan politik. 

Stakeholder dalam mmpengaruhi implementasi kebijakan manajerial berdasarkan 

hasil wawancara dinilai kurang dalam memberikan dukungan secara nyata dalam 

pelaksanaan pengawasan pendidikan dan manajerial ini. Hal ini didukung oleh 

pernyataan dari hasil wawancara dan juga kurang kepekaan dalam menindaklanjuti atau 

mengontrol progresss yang dilaksanakan oleh seluruh pengawas sekolah yang ada di 

Kabupaten Karimun. 

Adapaun hasil dari wawancara dan observasi terkait Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan 

Politik, bahwa kondisi sosial ekonomi politik mempengaruhi implementor untuk 

mengimplementasikan kebijakan pengawasan manajerial. Hal ini didukung penelitian 

terdahulu oleh Albertin Arruan (2018) yang mengatakan mengenai kondisi 

lingkungan,ekonomi, sosial, dan politik harus diperhatikan demi kekondusifan kondisi 

dari lingkungan eksternal untuk mengimplementasikan kebijakan manajerial secara 

menyeluruh. Van Meter dan Van Horn juga mengajukan hipotesis bahwa hal ini 

memberikan pengaruh karakter badan badan pelaksana, kecenderungan para pelaksana 

dan pencapaian itu sendiri. Segala aspek lingkungan baik sosial, ekonomi, politik serta 

peran dari kelompok kepentingan ini sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. 

Karena implementasi manajerial ini sangat penting untuk dilakukan disetiap sekolah 

sebagai bagian dari administrasi pendidikan yang menyangkut banyak aspek. Sehingga 

sangat diperlukan dorongan dari lingkungan dan kelompok kepentingan untuk 

mendorong keberhasilan dari kebijakan ini.Mengenai Adapun peran Stakeholder disini 

dinilai atas dukungan yang tidak begitu memuaskan atau biasa saja. Dilihat secara garis 

besar atau keseluruhan, tentu peran stakeholder diperlukan dan diharapkan mendukung 

impementasi kebijakan ini, hanya saja dalam lapangan dan berdasarkan hasil wawancara 

menyatakan bahwa dukungan dari Stakeholder dirasa kurang, karena kurangnya 

intensitas mereka dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang ditemukan, juga disebabkan 

hal-hal yang mungkin diluar kendali mereka untuk menindaklanjuti.   

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Implementasi Pengawasan 

Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah (Studi Manajerial Sekolah Dasar Di Kecamatan Karimun), 

maka penulis menyimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan 

kebijakan, tujuan kebijakan sudah dipahami dengan  baik oleh pengawas sekolah selaku 

implementor kebijakan, namun mengenai ukuran dan capaian Belum terlaksananya salahsatu 

komponen dari tupoksi pengawas berdasarkan kebijakan Permen PAN dan RB Nomor 21 

Tahun 2010, yakni bimbingan dan pelatihan yang ditujukan kepada kepala sekolah. Sumber 

daya, jika dilihat dari sumber daya manusia, sudah cukup baik karena pengawas sekolah 
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selaku implementor diyakini lebih senior dan sudah memahami tupoksinya, namun dibalik 

pemahaman mereka, mereka belum professional dalam melaksanakan seluruh tupoksinya.  

Dan berdasarkan sumber daya non-manusia seperti anggaran dan waktu, masih perlu 

perbaikan karena terhambatnya penyelesaian implementasi manajerial oleh pengawas juga 

kepala sekolah disebabkan oleh dua aspek tersebut. Karakteristik organisasi pelaksana dinilai 

sudah cukup baik, namun masih terdapat kekeliruan dalam tupoksi dan SOP dalam 

implementasi pengawasan manajerial yang dianggap sama oleh implementor kebijakan. 

Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan juga sudah baik 

karena pengawas selaku implementor kebijakan dengan atasan dan bawahannya sering 

melibatkan komunikasi dalam implementasi manajerial kepada kepala dinas Pendidikan dan 

kebudayaan, juga dengan kepala sekolah dasar dikecamatan karimun. Disposisi atau sikap 

para pelaksana, dari segi ini sudah baik karena para pelaksana tidak ada yang menolak 

implementasi kebijakan ini. Dan mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik, 

berdasarkan hasil penelitian lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi proses  

implementasi kebijakan manajerial.  
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